
BUPATI KATII{GAN

PERATURAN BUPATI I(ATINGAN
NOMOR 11 rAHUN 2013

TENTANG

TARIFAIRMINUMPADAPERUSAHAANDAERAHAIRMINUM
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI KATINGAN

:a.bahwadalamrangkamempertahankankelangsungan
penyediaan air bdsih bagi masyarakat dikota maupun

ai ieaesaan serta meningkatkan pelayanan- tt:pd1
konsurnen,dipandangperlumenetapkankembalitarif
air min .* pada pEnrsahaan Daerah Air Minum
KabuPaten Katingan;

b.bahwadatamrangkapenetapantarifairminum
tersebuttelahmempertimbangkanrasakeadilan,
kemampuandayabe-limasyarakat,.biayaproduksi,
efesienisystem tarif yang sederhana dan trantparan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b
diatas, perlu menetaplian Peraturan Bupati Katingan.

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang

Perusahaan D-aerah (kmbaran Negara Reprrblik

Indonesia Tatrun lg62l,iomor 1O Tambahan Lembaran
Negara No*ot 2387[o Undang-Undang Nomor--6
Tahun 1969 tentang PLrnyataan tidak berlak*nya UU

darrPerpu(IrmbaranNegaraRepubliklndonesia
Tahun tbOZ Nomor 37 Tambahan Iembaran Negara

Nomor 29LOl

z.Undarrg.UndarrgNomorSTahun2oo2tentang
Pembeitukan Kabupaten Katingan' Kabupaten

Seruyan, Kabupaten Sukamara' kbupaten
Lamandau, Kabrrpaten Gurnrng Mas, Kabupaten

Ptd;g **"r, kabupaten Murung R"]r-" dan

Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah(I,embaranNegaraRepubli!IndonesiaTahun
2OO, Iio*ot 18, Tambaha, Lembaran Negara

RePublik Indonesia Nomor 48aa);



3. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2AO3 tentang
Keuangan Ne-gara (Lembaran Negara Republik
Indoneiia Tahirn 2OO4 Nomor 53' tambahan

I'embaranNegaraRepubliklndonesiaNomora3S9);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2AO4 tentang

Sumber Oaya" Air (Irmbaran Negara Republik

Indonesia t tt n 2AO4 Nomor 32, Tambahart

Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 43771

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang
pemeriitahan baerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahart

Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 44371'

sebagaimana i=f"ft 6eberapa kali 
- 
gt"!+ terakhir

dengian Undang-Undang Nomor tZ Tahun 2OO8

t rrtirrg Perubihan Kedua Atas Undang-Undang
Nomoi32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a84ah

6.Undang.UndangNomorSSTahun2aa4tentang
perimbingal K6uangas Antara Pemerintah Rrsat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor L26, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

7. Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2OO8 tentang
Keterbukaan Iirformasi Rlbtik (Iembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2oos Nomor 61, Tambatran
l,emuararrNegaraRepubliklndonesiaNomoraS46|;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll Tentang

PembeIt.t "n Peraturan Perundang Undangan
(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tatrun 2aLt
ilo*o, g2,Tambahan Iembaran Negara Nomor 523a\

g. Peratrrran Pemerintah Nomor 16 Tahun 2OO5 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan 1* Minum

lteribaran iV"g*r* Republik Indonesia Tahun 2005

ilo*o,. 33, tamuarran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44901;

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang
Pembagian unrsan Pemerintahan Antara Pemerintah,
pemeriitahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (kmbaran Negara Repullik
Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 82, Tambahan
LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor4TSTI;

11. Peraturan Daerah l(abupaten l(atingan Nomor 3

Tahun 2oo8 tentang Pembagian urusan Femerintahan
yangKewenarrgarrPemerintahKabupatenlfutingan
iu"*rrr6 oaeiah Kabupaten Katingan Tahun 2008

Nomor 3);

L2.PetabxanDaerahKabupatenlfutinganNomorTT
Tahun 2oo4 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air
Minum (kmbaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun

2004 Nomor 17 Seri E);



L3. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun

2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara

Fengaturan ririr Air Minum pada pemsahaan Daerah

Minum;

14. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun

20OO tentani Pedoman Ak,ntansi Perusatraan Daerah

Air Minum;

15.KeputusanMenteriDatanNegeriNorrlor_47Tahun
Lggg tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan

Daerah Air Minum;

Menetapkan

}IEMTIfTISKAI| :

: PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG TARIF AIR

MINUMPADAPERUSAHAANDAERAHAIRMINUM
(PDAM} KABUPATEN KATINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. pemerintah naeiatr adalah Pemerintah Daeratr Kabupaten Katingan

2. Bupati adalah BuPati Katingan
g. perusahaan Daeratr eir lfrnum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah

Badan Usatra ffifif. Daeratr yang Aergeiaf< di bidang pelay,anan air minum

4. Tarif air minum adalah harga air minum yang harus dibayar oleh pelanggan

atas pemakaiannYa ,-.,:--: -r5. Beban tetap adalah biaya yang halas dibayar oleh pelanggan yang terdiri dari

biaya 
"dmiiri*tr""i 

rekening aan peTeliharaan meter air.
6. Pelanggan adalatr perorangan *t", badan yang memanfaatkan air minum dari

pOelikabupaten fatingan dan terdaftar sebagai pelanggan.

T. Kelompok r;ilgg; *&ur, khsifikasi pelanggan yaog disesuailcan dengan

strukttr ekonomi masYarakat.
g. Biaya p"ny"rrrt*i"n"adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap pelanggan

atas penyambungan pipa dinas mauplrlt plpa Pers+
9. pip"'dinas adalih pip" yang *et fiftuU.rngtan pipa tersier sarrpai dengan

water meter.
10. Pipa persil adalah pipa setelah water meter'
i i. Biiari administrasi lo.t t, biaya yang harus dilceluarkan pelanggan untuk

p€ngurusan Penagthan.
12. Biaya pmeliharaan water mater adalah biaya yang haJls dikeluarkan oleh

p"fi"glrt, sebagai cadangan water meter rusak'
, 

BAB II
KELOMPOK PEU'NGGAN

Pasal 2

Kelompok pelanggan ditetapkan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu :

A. Kelompok I :

1. Hidran umum I :gg:errr umum disinglat HUIKU samlungan tidak langsung

kerumah pelanggan berupa tangki hidran umu dan kran umpm'



c.

2. Kamar mandi I WC Umum disingkat KMU adalah sambungan yang

dipemnhrkan unttrk kamar mandi dan wc ditempat-tempat umum'

s. T"'mpat iuaaan aisinglat TI adalah sambungan yang-dipenlltukkan unark
rumah ibadfi ;;p;fo Mesjid, Mushalla, 

-Gereja, Pura, Klenteng, Balai

Basaratr d11.

Kelompok II :

1. Rtmah ?angga I disingkat Rl adalah mmah tangga dengan luas lantai sld
45 m 2 dengan konstnrksi tidak perrn€rnen'

2. Panti Asuhan disingkat Pe adalah panti Asuhan anak yatim, orang tga
jompo, anak terlantar dll.

3. V;fi;* s"uiaf aisingkat YS adalah yayasan yang bergerak dibidang sosial- 
keinasyarakatan sepirti LSM dan lembaga sosial lainnya.

4. Sekolatr Negeri/ Swasta disingkat S aa*afr sekolatr yang didirikan atau

dimitiki oleh pemerintah atau swasta'
S. Rumah Sa11i; pemerintatr disingfuat RSl adalah rumah sakit pemerintatt

daerah ftUupai*t Katingan - seperti Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten lhtingan, poliklinik, Puskesmat {tl'
6. Instansi p.m"rin"tatr, egRI dan ffiLRI tingkat kecamatan dan kelurahan

adalatr i""t""*i- p"tir"ri"t t, ABRI dan POLRI yang menunrt stmktur
oiganisasinya berada ditingkat kecamatan dan keluratran.

Kelompok III
1. Rumah tangga 2 disingkat R2 adalah rumah tangga dengan luas lantai 36

s/d 15O m2 dengan kontnrksi semi peflnanen atau pefinalren'

2. Rrmah t rrgg;5 disingkat R3 adalah perusahaan atau perdagangan fecil
seperti perti[oan, ,.rmlh makan, salon, tempat cuci mobil9* m-lain'

3. Ni"g" fecil disingkat NK adalatr perusatraan atau perdagangan kecil

*"frrti pertokoan,l"r*rtt makan, salon, temglt crrci mobil dll.

4. Industri Rumah rrr,gg* disingkat IRT adalatr industri yang diproduksi
secara inaiviju atau-kelo*poa dahm nrmatr tanga seperti kerqiinart

rotan, cindramata, meubelair dan lain-lain'
5. Instansi Pemerintatr, ABRI dan PoLRI tingkat lhbupaten disingkat P,Rr2

adalatr instansi pemerintah,ABRl dan PoLRI yang menunrt strukhrr

organisasinya berada ditingkat kabupaten'
6. Rumah Safcit Swasta disingkat RS2 ;dalah ,.mah sakit milik swasta'

Kelompok IV :

L. Industri dan Niaga Besar disingt<at NB adalatr perusatraan atau

perdagangan besar seperti grosii,, -supermarket/swalayan, 
restoran'

perbankan, PT. T"lko*, FLN, Firmasi das.perusahaan besar lainnya'

2. pelabuhan 
",*g"i, 

laut d; udara aisingtcat PEI a{alatr pelabuhan

sungai, Iaut, dan udara yan, digunaftap untut arus bongkar muat barang

dan naik tunrn Penumpang'

Kelompok Ktrusus :

Penjualanairdenganmenggunakan.*o.biltanekidisingkatMTadalah
penjualan air kepad* u*orittg atau fiap/ainas/instansi lembaga yang

belum dapat ***611119* langsuig atau tidak langsung dari PDAM'

D.



(2t Selain pemakaian air minum, setiap pelanggan juga diksrakan biaya beban
tetap yang dibayar bersama-sama rekening air minum dengan tarif sebagai
berikut:

BAB IV

PERHITUNGAN REKENING AIR DAN DENDA

Pasal 4

pemakaian air dalam sahr bulan dihitung berdasarkan hasil pembacaan
ggryka meter ak atau berdasarkan pembatasan aliran yang disesuaikan
dengan ketentuan tarif PDAM-
Tagihan yang tercantum dalam rekening air minum harus dilunasi sesuai
dengan ketentuan yang diberlalrukan oleh PDAM-
Datarn hal meter air tidak berjalan dengan baik dan tidak dapat dibaca
dengan semestinya maka perhihrngan pemakaian air didasarkan pada
pertimbangan
a. Pemakaian minimal.
b. Pemakaian rata-rata dalam tiga bulan terakhir.

(4) Sambungan rumah yang dicabut dan dianggap tidak menjadi pelanggan
PDAM lagi, maka dalam hal demikian tidak dikenakan biaya apapun.

Pasal 5

Denda dikenakan kepada para pelanggan dalam hal-hal sebagai berikut :

(U Keterlambatan membayar rekening air minum dari jadual penagihan yang

keterlambatan rekening bulan pertama, Rp. 7.5OO,- (ttrjuh ribu lima ratus
rupaiah) unhrk keterlambatan rekening bulan kedua, dan Rp. 1O.OO0,-(

seputufr ribu mpiatr) unhrk keterlambatan diatas dua bulan.
l2l Penyambungan kembali air minum karena tindak pnuhrpan sementara

dikenakan denda sebesar Rp. 5o.ooo,- (lima puluh ribu rupiah).
(3) Pengambilan air minum sebelum meteran N atau dengan gara' : **rcq"*/membalik water meter dikenakan denda sebesar sepuluh kali

BAB III
TARIF AIR MINUM DAN BEBAN TETAP

Pasal 3

Tarif air minum berdasarkan kelompok menunrt pasal 2 adalah sebagai

berikut:

(u

(21

(31

No Ukuran Pipa Biaya
Administrasi

(Rp)

Pemeliharaan
Meter Air {Rp)

1 Pipa Diameter Yz o 4.OOO 3.500

2 Pipa Diamater 314" 4.O00 4.500

3 Pipa Diameter > 3/+o 4.OOO 6.000

TARIF AIR PER M3

(1)



(2t selain pemakaian air minum, setiap pelanggan juga dikenakan biaya b"b't
tetap yang dibayar bersama-sama ieienin[ air minum dengan tarif sebagai

berikut:

Pemetharaart
Meter Air [RP)

Biaya
Administrasi

(Rp)

Pipa Diamater 314"

BAB IV

PERHITUNGAN REKENING AIR DAIiI DENDA

Pasal 4

(U pemakaian air dalam satu bulan dihitung berdasarkan hasil pembacaan
' ' angka meter air atau berdasarkan pembatasan aliran jrang disesuaikan

dengan ketentuan tarif PDAM-

{Zl tagfian yang tercantum dalam rekening air minum hartrs dilunasi sesuai

ddgan ketentuan yang diberlakukan oleh PDAM'

(Sl Dadm hal meter air ?aat berjatan dengan baik dan. tidak dapat dibaca

dengan semestinya maka p"ririt rt gan -pemat<aian air didasarkan pada

pertimbangart
a. Pemakaian minimal.
b. Pemakaian rata-rata dalam tiga bulan terakhir.

{4) Sambungan mmah yang dicabut dan dianggap tidak menjadi pelangganI ' pDAM h!, maka dalarn hal demikian tidak dikenakan biaya apapun.

Pasal 5

Denda dikenakas kepada para pelanggan dalam hal-hal sebagai berikut :

(li Keterlambatarr'mem-bayai rekifung air minum dari jadual peaagihan yangL 
ditetapkan, dikenakan denda setesar Rp. 5OOO ( tima ribu rupaiatr) untuk
keterlambatan rekening bulan pertama, Rp. 7.50O,- (tt{iuh ribu lima ratus
rupaiah) untuk ketedlmbata:r- rekening bulan kedua, dan Rp. 1O.OOO,-(

""p,rt 
rtt ribu rupiah) untuk keterlambatan diatas dua bulan'

l1l pdnyambungan- kembali air minum karena tindak penutupan sementara
dikenakan denda sebesar Rp. 5o.ooo,- (lima puluh ribu 11piah).

(3) Pengambilan air minum sebelum meteran att atau dengan carar-' 
mefpas/membalik water meter dikenakan denda sebesar sepuluh kali
p"*rlrri* rata-rata tiga bulan terakhir atau minimat sebesar Rp. 200.099,- (

dua rattrs ribu rupi;h) dan harus dilunasi sekaligus, apabila tidak;
sambungan akan diPuars.

(4) Terjadi femsakan meter air lcarena pecah, retak atau hilang dikenakan
denaa sebesar Rp. 15O.OOO,- (seratus lima putuh ribu rupiah).



(1)

(21

(3)

(4)

(51

(6)

BAB V

K1Df,ENTUAN I,,AIN.LAIN

Pasal 6

Pemasangan PiPa dan Meter Air

pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran pipa dinas

aiUt"orit*ri dan menjadi tanggung jawab PDAM'
p"*"*sr" 

""r** 
pip* p"rff d*p"t dilaksanakan oreh instalasir dan atau

p"i""ggd setelatr mena-apatt an rekomendasi dari PDAM.
pemeliharaan aan peruairran saluran pipa persil dilaksanakan dan menjadi

tanggung j awab Pelanggan.p;;;-dg"* pip" pe;'il yang dilaksanakan oleh pelangan dengan tidak

mendapat izin dari PDAM dapat diputtrs'
Meter air dan alat pembatas alirandipasang serta disegel oleh PDAM'

Meter air ata; 
- 

"l*t 
pembatas 

-aliran yang mgysalami ken'rsakan,

p"tU*t"""V" aitat<sanat<an oleh PDAM, sedangkan biaya atas kerusakan

iersebut ditanggpng oleh pelanggan yang bersanglmtan.

Pasal 7
Pemutusan/ Penuhrpan sementara Aliran Air Minum

Pemutrrsan/penuhrpan sementara aliran air minum dapat dikenakan apabila :

(U pelanggas mengajukan permohonan untuk dihrtup atas permintaan sendiri'

iti Rekerffig air ti&i< dibayar dalam wakhr 2 (dua) bulan setelah ditagih.

i3t Terdapat kerusakan pe.rda segel.

i+i pelanggan menjual at*r, meirperdagangkan air minum tampa mendapat izin

dari PDAM
(5) Petanggan menggunakan pompa atau alat sejenis lain secara langsung dari

pipa dinas/persil.
i#"gr' pii- ditempat langganan dirubah sedemikian rupa qehingga tidak
memJnufri iyarat-syarat yang ditentqkan tampa pemberitahuan terlebih

dahulu kepada PDAM.
ea*ry" p"tU.it n plpa saluran untuk kepentingan t41ulT dan atau hal lain

V""g *""ghan "k 
n hengatt pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 8

Pencabutan Sambungan Langganan

Dilakukan apabila yang bersangtnrtan berhenti menjadi pelanggan'

Apabila selama r io6 butan sejak langganan terkena pemutpsan aliran

s6mentara tidak memenuhi ketentuan Aan Uaat mernbayar denda yang telah
ditetaPkan 

Pasar 9

Penyambungan Kembali I(arena Pencabutan sambungart

Setelah sambusgan langganan yang bersangl<utan dicabut kemudian berniat
menjadi petangfian keilbali, tirat" terhadap pelanggan tersebut berlaku
p""ya*U""grriUaru dan diwqiibkan melunasi tanggungan rekeningnnya

serta mengajukan permohonan kepada PDAM'
penyambrini;an kembali menjadi sambungan langganan dilaksanakan
setelah terlebih dahulu dipenuhi persyaratan pasal ini ayat (1)'

Pasal 1O

Biaya Pemindatran Sambungan dan Balik Nama

Pemindahan sambungan langganan dapat ditaksanakan dengan cara

mengajukan permohonan kepada PDAM.

(61

(7t

(u
(21

l2l

(1)

(1)



t2)

(3)

Besarnya biaya pemindahan sambungan dihihrng berdasarkan pemnkalan
bahan dan upatr tenaga lmja yang diperlukan.
Balik nama dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 35.@o,- (dua puluh
lima ribu rupiatr)

BI'PATI KATIITGAN,
CIL

DIIUTEL RAWIITG

Pasal 11

Biaya Penyaulbungan Air Minum
Biaya penyambungan air minum ditetapkan oleh direkhrr PDAM dengan
persetqiuan Badan Pengawas.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

(U Dengan berlakunya Perattrran Bupati ini maka Peraturan Bupati Katingan
Nomor 13 Tahun 2OOB tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Pemsahaan
Daerah Air Mimrm (PDAM) I(abupaten Katingnn dicabut dan dinyatat<an
tidak berlaku lagi.

Ql Hal-hal lain yang belum diaarr dalam Peraturan Sgpati ini akan ditetapkan
dan dilaksanakan sesuai dengan perah:ran perundangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku sejak diuldangkan. Agar setiap orang
mengetahuin5ra, memerintahkan pengundanggn Feraturan ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah l(abupaten lfutingan.

Ditetapkan di lfusongan

Pada tangrqal z? Mei 2013

Diundangkan di l(asongan

Pada hnggal 27 Mei zOLa

PIt. STI{RBTARIS DATRAH

IilBT'B

DTg. TIAIIYUDItr SAPRI

BERITA DAERAH KABUPATEN

PARAF

KATTNGAN TAHUN zOrc NOMOR.*og


